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BUPATI MUNA BAR.AT, 

a. bahwa tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil (PNS) 
pada Pemerintah Kabupaten Muna Barat telah ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 1 7 Tahun 
2018; 

b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pegawai 
Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di 
Lingkup Pemerintah Kabupaten Muna Barat Provinsi 
Sulawesi Tenggara dapat diberikan Tambahan Penghasilan 
berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan 
mernperhatikan kemampuan keuangan daerah; 

c. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah 
Kabupaten Muna Barat dapat mengakomodasi pemberian 
tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 
Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS); 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
c:limaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati Muna Barat tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2018 
Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada 
Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Muna 
Barat Tahun 2018; 

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 
Republik IndonesiaNomor 5494); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang 
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389); 

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang 
Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi 
Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Repu blik 
Indonesia Nomor 5561); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 7 Tahun 2020 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan sebagaimana 
telah diubah beberapa Harl Kerja terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 
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1. Ketentuan Pasal 1 ayat (8) dan seterusnya diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 
(8) Calon Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat CPNS adalah Warga 

Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Calon 
Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk 
menduduki jabatan pemerintahan. 

(9) Badan Pengelolaan Keuangan Aset dan Pendapatan Daerah yang 
selanjutnya disingkat BPKAPD adalah Badan Pengelolaan Keuangan, Aset 
dan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna Barat. 

( 10) Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat 
SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku 
pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan 
pengelolaan keuangan daerah. 

(11) Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut 
Pimpinan OPD adalah Pimpinan OPD yang mempunyai tugas pokok dan 
fungsi melaksanakan pengelolaan Orgnisasi Perangkat Daerah. 

(12) Sekretaris adalah Sekretaris pada Organisasi Perangkat Daerah. 
(13) Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada OPD. 
(14) Kepala Sub Bidang adalah Kepala Sub. Bidang pada OPD. 
(15) Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada OPD. 
( 16) Kepala Bagian adalah Kepala Bagian pada OPD. 
(17) Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada OPD. 
(18) Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah. 
( 19) Pengelolaan uang adalah kegiatan pengelolaan uang yang dikuasai oleh 

Bendahara Umum Daerah yang mencakup pengelolaan kas dan surat 
berharga termasuk kegiatan untuk menanggulangi kekurangan kas atau 
memanfaatkan kelebihan kas secara optimal. 

(20) Tambahan Penghasilan Pegawai adalah tambahan penghasilan yang 
diberikan kepada PNS dan CPNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten 
Muna Barat oleh Pemerintah Kabupaten Muna Barat diluar gaji dan 
tunjangan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum peagwai 
berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

Pasal I 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2018 Tentang 
Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Lingkup 
Pemerintah Kabupaten Muna Barat Tahun 2018 (Betita Daerah Kabuapten Muna 
Barat Nomor 17), diubah sebagai berikut: 

PERATURAN BUPATI MUNA BARAT TENTANG PERUBAHAN 
ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2018 
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA 
PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH 
KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN ANGGARAN 2018. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 
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2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk peningkatan 

dan motivasi PNS dan CPNS pada OPD dalam melaksanakan tugas pokok 
dan fungsinya. 

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan 
kinerja dan kesejahteraan PNS dan CPNS, serta kualitas pelayanan 
dibidang pengelolaan keuangan daerah. 

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
(1) Ruang lingkup TPP diberikan kepada: 

a. Pegawai Negeri Sipil; dan 
b. Calon Pegawai Negeri Sipil. 

(2) Pemberian tambahan penghasilan dilakukan berdasarkan pertimbangan 
yang obyektif pada beban kerja sebagai PNS dan CPNS lingkup 
Pemerintah Kabupaten Muna Barat dengan memperhatikan kemampuan 
keuangan daerah. 

(3) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
berdasarkan Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional. 

(4) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan 
kepada PNS yang namanya tercantum dalam daftar gaji PNS satu bulan 
sebelumnya. 

(5) PNS pindahan dari Kementerian/Lembaga Non Kementerian/ 
Provinsi/ Kabupaten/Kota lain dalam tahun berjalan yang tidak 
menduduki jabatan struktural atau namanya belum tercantum dalam 
daftar gaji PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat 
menerima tambahan penghasilan. 

(6) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat menerima Tambahan 
Penghasilan pada saat menduduki jabatan struktural atau anggarannya 
telah dimuat dalam perubahan APBD tahun berjalan. 

4. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
(1) Bagi PNS dan CPNS yang dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang 

dan tingkat berat tidak diberikan Tambahan Penghasilan dengan 
ketentuan sebagai berikut: 
a. Hukuman disiplin tingkat sedang tidak diberikan tambahan 

penghasilan untukjangka waktu 1 (satu) bulan; dan 
b. Hukuman disiplin tingkat berat tidak diberikan tambahan penghasilan 

untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan. 
(2) Penghentian pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1) terhitung sejak Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin 
diterima bagi PNS dan CPNS yang bersangkutan. 

5. Ketentuan Pasal 7 diubah) sehingga berbunyi sebagai berikut: 
Besaran Tambahan Penghasilan PNS dan CPNS Lingkup Pemerintah 
Kabupaten Muna Barat adalah sebagai berikut: 
(a) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama 

a. Sekretaris Daerah (setingkat eselon II/a) sebesar Rp. 1.200.000 
perbulan. 

b. Pimpinan OPD / Staf Ahli / Asisten setda (setingkat eselon 11/b) 
sebesar Rp. 1.200.000 perbulan. 



SIPeraturan Bupat, 2020 

SERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 

Diundangkan di Laworo 
pada tanggal, 2020 

£~~;;;;..;.:;:~~IS;;;__=D..;;..;:A~ERAH KABUPATEN MUNA BARAT, 

2020 

ASIST:A U\ 

:A.RAF KOORDif\• f ...... I 
INSTANSI I UNIT KERJA _ i 11~· _ 

SEKOA T 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna Barat. 

(b) Jabatan Administrator 
a. Camat/ sekreris OPD /Kabag/Irban/Direktur RSUD (setingkat eselon III/ a) 

sebesar Rp. 900.000 perbulan. 
b. Kabid OPD / Sekcam (setingkat eselon III/b) sebesar Rp. 900.000 perbulan. 
(c) Jabatan Pengawas 
a. Kepala seksi OPD/Kasubag OPD/Kepala Seksi Kecamatan ( setingkat 

eselon IV /a) sebesar Rp. 600.000 perbulan. 
b. Kepala Sub Bag Kecamatan/ Ka. seksi Kelurahan (setingkat eselon IV /b) 

sebesar Rp. 600.000 perbulan 
(d) Pejabat Fungsional Umum 

a. Golongan IV sebesar Rp. 500.000 perbulan. 
b. Golongan III sebesar Rp. 500.000 perbulan. 
Golongan I dan Golongan TI sebesar Rp. 500.000 perbulan. 

(e) Besaran TPP bagi CPNS diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) 
6. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

(1) Untuk menghitung berlakunya jam kerja PNS dan CPNS berdasarkan 
data dari Absensi Manual atau Absensi Elektrik pada masing-rnasing 
SKPD. 


